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ABSTRACT

Access reform in agrarian programs is one of the strategies to improve
community welfare by optimizing land utilization through empowering Micro,
Small, and Medium Enterprises (MSMES). This study aims to analyze cross-sector
stakeholder collaboration in empowering MSMEs through access reform
implementation in Purwantoro Subdistrict, Malang City, and to evaluate its impact
on community welfare. This research employs a descriptive qualitative approach
using in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings
reveal that collaboration among stakeholders, including Malang Land Office,
Department of Industry and Trade, Regional Revenue Office, and National Capital
Institution, successfully strengthened community organizations through the
"Purwantoro Berkarya" group and enhanced entrepreneurship literacy among
residents. The program has positive impacts on social, psychological, and cultural
aspects, such as increased solidarity, self-confidence, and revitalization of local
traditions. However, the economic impact remains limited as income growth is not
yet significant. Identified obstacles include system readiness issues an insufficient
continuous assistance. Therefore, consistent optimization of stakeholder roles is
required to improve program effectiveness and enhance community welfare.

Keywords: Agrarian Reform, Access Reform, MSMEs, Community Empowerment,
Stakeholder Collaboration.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah menjadi hal penting dalam kehidupan karena dalam hal
ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dalam sumber daya manusia
tanah menjadi sumber kehidupan sebagai penunjang kehidupan. Seiring
meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  serta  perkembangan
pembangunan, ketersediaan tanah akan semakin berkurang dan menjadi
terbatas. Pada Pasal 33 ayat (3) 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan
alam di Indonesia harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa Negara Indonesia
memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya.
Dalam hal ini Reforma Agraria menjadi salah satu program yang
menjadi acuan model dalam mencapai tujuan negara. Reforma Agraria
dijadikan dasar untuk pembangunan di wilayah perkotaan dan per
Kelurahan, dengan memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan
guna meningkatkan perekonomian. Untuk mendorong tercapainya
target tersebut, pemerintah melakukan perbaikan kebijakan dengan
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023
tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mana
didalamnya menjelaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria
dilakukan melalui penataan aset dan akses.

Upaya pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam
melaksanakan pembaruan agraria atau Reforma Agraria merupakan
sebuah rancangan untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesejahteraan
bagi masyarakat. Pada tahap awal dalam mewujudkan suatu
kesejahteraan masyarakat dilakukan pemetaan aset melalui program
redistribusi tanah dan legalisasi aset sebelum dilakukan penataan akses
sehingga masyarakat pemilik tanah memiliki akses terhadap sumber-
sumber ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu

sendiri. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria melalui



pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan
ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Konsep ini
menandakan paradigma baru dalam pembangunan, yaitu berpusat pada
people-centered (rakyat), participatory (partisipatif), dan empowering
dan sustainable (berkelanjutan) hal ini menurut Mas Oed dalam (Luthfi
Rohman, 2019). Dalam pelaksanaan Reforma Agraria peran masyarakat
juga sangatlah penting, mengingat program ini merupakan bagian
kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
mulai dari skala ekonomi serta juga dapat mendorong inovasi
kewirausahaan. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria dilakukan
pada wilayah yang terdaftar dalam kluster per Kelurahan penerima
TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), sehingga dalam pelaksanaan
pemberdayaan sosial ini tidak dapat berjalan jika tidak diimbangi oleh
partisipasi masyarakat itu sendiri.

Menurut Sinaga (2020) penataan akses didefinisikan sebagai
pemberian dukungan atau fasilitas berupa pembangunan infrastruktur,
akses pasar, permodalan, teknologi serta berbagai bentuk pendampingan
lainnya yang bertujuan agar subjek Reforma Agraria dapat
meningkatkan kapasitasnya. Definisi lain juga dijelaskan dalam Perpres
Nomor 62 Tahun 2023, dimana penataan akses merupakan pemberian
akses terhadap permodalan atau berbagai bentuk lain kepada subjek
Reforma Agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang lebih optimal. Konsep
Penataan Akses ini diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan tanah
yang berorientasi pada pemanfaatan tanah dan dilaksanakan melalui
pendekatan berbasis klaster guna memperluas skala ekonomi,
meningkatkan nilai tambah, serta dapat mendukung inovasi
kewirausahaan bagi subjek Reforma Agraria.

Berdasarkan data dari Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Malang, keberadaan UMKM di Kota
Malang tetap menghadapi berbagai tantangan, permasalahan utama



yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan modal, pemasaran, serta
pengelolaan yang kurang profesional (Pertiwi et al., 2013) . Kendala ini
disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM.
Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah, dalam
menangani serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui program
penataan akses yaitu pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.

Pemberdayaan =~ masyarakat merupakan  suatu  proses
pengembangan sumber daya atau kelompok masyarakat melalui
eksplorasi potensi setiap individu, Kreativitas, kompetensi, serta
kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih dari sebelumnya. Dalam
kegiatan penataan akses ini masyarakat menjadi aktor utama dalam
pelaksanaannya. Melihat dalam pelaksanaan dari penataan akses ini
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peran
dari masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam
pelaksanaannya. Sehingga pemberdayaan masyarakat tidak akan
berjalan jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Salah satu lokasi yang dijadikan sebagai lokasi pemberdayaan
yaitu Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Berdasarkan jumlah UMKM di masing-masing kabupaten atau kota,
Kota Malang menempati peringkat kedua terbanyak UMKM di Jawa
Timur. Kota Malang memiliki beberapa industri kecil yang hasil
produksinya merupakan produk unggulan. Beberapa jenis produk
unggulan yang ada di Kota Malang antara lain keripik tempe, keripik
buah, emping jagung, mebel, rotan, dan gabah (T. Rahayu, 2020). Salah
satunya adalah Kelurahan Purwantoro di Kecamatan Blimbing yang
termasuk dalam wilayah sebagai penghasil produk unggulan keripik
tempe. Mayoritas seluruh penduduk pada Kelurahan Purwantoro sendiri
bekerja sebagai penghasil tempe dan keripik tempe.

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat kegiatan legalisasi aset
yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun
skema yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah



penataan akses yang dilaksanakan mengikuti aset atau dapat diartikan
kegiatan penataan akses ini dilakukan di lokasi Legalisasi Aset. Dalam
pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat di Kelurahan Purwantoro,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Model yang diterapkan dalam
pemberdayaan tanah masyarakat didasarkan pada kolaborasi lintas
sektor. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan model pemberdayaan
kemitraan yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan bantuan dari lintas
sektoral. Dengan adanya kebijakan ini diperoleh produktivitas yang baik
dari segi kualitas maupun kuantitas. Pihak yang berperan dalam
kolaborasi lintas sektor ini yaitu pengusaha UMKM. Kantor Pertanahan
Kota Malang bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Malang (Diskopindag), Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
(Dispenda), serta Permodalan Nasional Madani Kota Malang (PNM)
melaksanakan kegiatan secara langsung di Kelurahan lokasi dari
penataan akses untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait
pendampingan kewirausahaan, khususnya di sektor UMKM.

Program pemberdayaan tanah masyarakat bertujuan untuk
mengurangi tingkat kemiskinan dengan mengoptimalkan tata guna dan
pemanfaatan lahan, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih
produktif.. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial,
psikologis dan budaya pada masyarakat. Melihat saat ini, bahwa tanah
sebagai aset memiliki nilai yang berarti dan manfaat yang luas, sehingga
pemanfaatannya dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat
melalui berbagai kegiatan produksi dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian sebagai bahan pembuatan skripsi dengan judul
“Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pemberdayaan UMKM
(Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Melalui Penataan Akses
Reforma Agraria (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan

Blimbing, Kota Malang)”



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk kolaborasi antar stakeholder dalam
pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma agraria di
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang?
2. Bagaimana dampak program pemberdayaan tanah masyarakat
dalam pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma
agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota

Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui kolaborasi antar stakeholder dalam pemberdayaan
UMKM melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan
Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

b. Mengetahui dampak program Kkolaborasi antar stakeholder
dalam pemberdayaan UMKM melalui penataan akses reforma
agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan tentang
reforma agraria, khususnya dalam program penanganan akses
reforma agraria di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
saran, masukan atau bahan evaluasi terhadap pihak pelaksana
penanganan akses dalam pengembangan pemikiran terhadap
pemecahan serta perumusan masalah yang lebih baik di masa
mendatang, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, khususnya dalam penataan akses reforma agraria
pada sektor UMKM.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria di
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menunjukkan
upaya kolaboratif yang kuat dari Kantor Pertanahan Kota Malang bersama
dengan Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Dinas Pendapatan
Daerah, serta Permodalan Nasional Madani dalam memberdayakan UMKM
serta meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Namun demikian,
evaluasi terhadap pelaksanaan program ini menunjukkan adanya tantangan
yang cukup penting. Terdapat kendala teknis seperti ketidaksiapan aplikasi
PTM pada fase awal, ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan
masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program, serta lemahnya
pendampingan berkelanjutan dari stakeholder.

Pelaksanaan program penanganan akses reforma agraria
memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yang tercermin
melalui berbagai aspek, Dari sisi sosial, terlihat adanya peningkatan
hubungan sosial dan kerja sama antar warga Kelurahan Purwantoro melalui
pembentukan kelompok Purwantoro Berkarya yang mendorong solidaritas,
pertukaran pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat. Dari aspek
psikologi terlihat adanya penurunan stres ekonomi, meningkatkan rasa
percaya diri pada masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang lebih
nyaman, aman, dan secara fisik maupun finansial. Kemudian pada aspek
budaya terlihat adanya semangat kebersamaan serta tradisi lokal yang telah
lama ada di Kelurahan Purwantoro hidup kembali. Namun demikian, pada
aspek ekonomi menunjukkan dampak yang terbatas. Meskipun lapangan
pekerjaan bertambah, namun pendapatan masyarakat masih belum optimal
atau belum terjadi peningkatan yang berarti.
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B. Saran
Berdasrkan hasil penelitian terkait Kolaborasi Antar Stakeholder
Dalam Pemberdayaan Umkm di Kelurahan Purwantoro ini, terdapat saran
dan masukan. Adapun saran dan masukan yang dapat dilakukan sebagai
berikut:
1. Untuk Kantor Pertanahan Kota Malang
Pihak Kantor Pertanahan Kota Malang diharapkan dapat
melalukan evaluasi dengan melalukan perbaikan dan kesiapan teknis
aplikasi PTM sebelum implementasi pada tahap awal, sehingga
hambatan administratif bisa diminimalisir. Selain itu, diperlukan
monitoring dan evaluasi berkelanjutan tidak hanya saat awal program
berjalan, untuk memastikan keberlanjutan hasil pemberdayaan.
2. Untuk Organisasi Perangkat Daerah
Pada pihak OPD vyaitu Diskopindag, Dispendag dan PNM
diperlukan rencana jangka panjang yang terukur dan berbasis evaluasi
berkala untuk memastikan keberlanjutan hasil, khususnya peningkatan
pendapatan masyarakat yang saat ini belum terasa optimal.
3. Untuk Peneliti Berikutnya
Untuk peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan
dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya di Kelurahan Purwantoro
saja, sehingga didapatkan gambaran komprehensif dampak reforma
agraria di berbagai wilayah. Serta penelitian lebih spesifik mengenai
efektivitas pendampingan kewirausahaan terhadap peningkatan
pendapatan pelaku UMKM, mengingat dampak ekonomi yang belum

optimal.
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